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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat ( 1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu 

untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

WALI KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 
NOMOR 5 TAHUN 2020 

WALI KOTA CIMAHI 
PROVINS! JAWA BARAT 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR OTAHUN 2020 

Mengingat 

Menimbang 



Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Cimahi. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota. 

6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PENERAPAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL. 

MEMUTUSKAN : 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1540); 
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Menetapkan 



Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan 

Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan 

Dasar. 

13. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang 

dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu 

yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat 

hidup secara layak. 

14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 

rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan 

dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara 

secara minimal. 

15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 

kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta 

pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan 

Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidu p 

secara layak. 

12. Pen era pan Standar Pelayanan Minimal adalah 

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang 

dimulai dari tahapan pengumpulan data, 

penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 

daerah. 

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 

disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan 

mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. 

Urusan Wajib adalah Pemerintahan 9. Urusan 

keuangan tahunan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

adalah rencana selanjutnya disingkat APBD 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
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Pasal 3 

( 1) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 

a. penanggung jawab; 

b. ketua; 

c. wakil ketua; 

d. sekretaris; dan 

e. anggota. 

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari: 

a. Wali Kota Cimahi; dan 

b. Wakil Wali Kota Cimahi. 

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

yaitu Sekretaris Daerah Kota Cimahi. 

Pasal2 

Wali Kota menerapkan Standar Pelayanan Minimal melalui 

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

16. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan 

orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil 

suatu program. 

19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program 

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. 
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Pasal 4 

( 1) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan 

di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota 

Cimahi. 

(2) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana aksi penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

b. melakukan koordinasi penerapan Standar 

Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah 

pengampu Standar Pelayanan Minimal; 

berencana; 

1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak kota; 

j. polisi pamong praja; 

k. pemadam kebakaran; dan 

1. penanggulangan bencana daerah. 

keluarga dan penduduk 

(4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c yaitu Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Cimahi. 

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Setda 

Kota Cimahi. 

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang: 

a. pengawasan internal; 

b. pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. pendidikan; 

d. kesehatan; 

e. pekerjaan umum; 

f. perumahan dan kawasan permukiman; 

g. sosial; 

h. pengendalian 
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pembangunan daerah yang terintegrasi; dan 

informasi sistem melalui masyarakat 

penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal, termasuk laporan yang disampaikan 

la po ran mengkonsolidasikan dan Minimal 

masyarakat sebagai penerima manfaat; 

J. menenma dan menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan 

pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

h. melakukan sosialisasi penerapan Standar 

Pelayanan Minimal kepada perwakilan 

masyarakat sebagai penerima manfaat; 

1. melakukan sosialisasi penerapan Standar 

Pelayanan Minimal kepada perwakilan 

f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan 

sumber pendanaan dalam pemenuhan 

penganggaran untuk pen era pan Standar 

Pelayanan Minimal; 

g. mengoordinasikan perumusan strategi 

c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan 

sinkronisasi terhadap data terkait kondisi 

penerapan Standar Pelayanan Minimal secara 

periodik; 

d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan 

Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta 

mengawal dan memastikan penerapan Standar 

Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum 

dan teknisnya; 

e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan 

Minimal ke dalam dokurnen penganggaran serta 

mengawal dan memastikan penerapan Standar 

Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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~ 
S. NUGRAHAWAN 

DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 520 

I 

DIK~ 
BERIT 

t 

SE ARIS DAERAH KOTA CIMAHI 

Diundangkan di Cimahi 
nggal i 7 Februe_ri 2020 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALI KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 

pada tanggal 17 Fti!bruari 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Pasal6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; 

dan/atau 

b. sumber pendanaan lainnya yang sah, 

sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pendanaan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

bersumber dari : 

Pasal5 

k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan 

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan melakukan analisis sebagai rekomendasi 

untuk perencanaan tahun berikutnya. 
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Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan 

rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan 

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya 

percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan 

rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan 

menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya 

diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

W ali Kota memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan Standar 

Pelayanan Minimal di Daerah Kota, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah harus 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

TENT ANG 

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
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Pasal 5 

Cukupjelas 
Pasal6 

Cukupjelas 
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Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasa12 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan 

rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan 

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya 

percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan 

rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan 

menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya 

diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

Wali Kota memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan Standar 

Pelayanan Minimal di Daerah Kota, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 17 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah harus 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENT ANG 

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
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Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal6 

Cukupjelas 
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